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<b>ABSTRACT</b><br>

Isu hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasal ahan yang
sering terjadi saat ini. Permasalahan tersebut timbul dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang mengatur asas
kesepakatan dan musyawarah. Pada praktiknya, musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam
Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 seringkali tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal pihak yang berhak atas
tanah menolak atau tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka
instansi yang membutuhkan tanah mengambil langkah selanjutnya dengan menitipkan jumlah ganti rugi
(konsinyasi) di pengadilan negeri setempat atas keputusan sepihak. Konsinyasi yang diatur dalam Pasal 42
UU No. 2 Tahun 2012 merupakan suatu penyimpangan karena bertentangan dengan asas kesepakatan dan
esensi musyawarah sehingga bukan merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh dalam hal pihak yang
berhak menolak bentuk dan/atau besar ganti kerugian. Penelitian ini akan menguraikan permasalahan
tersebut dan menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah yang dapat dilakukan apabila musyawarah
penetapan ganti kerugian tidak mencapal kesepakatan. M etode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 20
Tahun 1960 adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan apabila dalam musyawarah penetapan
ganti kerugian tidak mencapal kesepakatan.
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<b>ABSTRACT</b><br>

Thelegal issue of land acquisition for development in the public interest is a problem that often occurs
today. These problems arise in Act No. 2 of 2012 which regulates the principles of agreement and
deliberation. During practice, the deliberations for compensation determination stipulated in Article 37 of
Act No. 2 of 2012 often does not reach an agreement. In the event that the party entitled to the land refuses
or does not reach an agreement regarding the form and / or the amount of compensation, the agency that
needs the land takes the next step by entrusting the amount of compensation (consignment) in the local
district court for aunilateral decision. The consignment that stipulated in Article 42 of Act No. 2 of 2012 s
adeviation because it is contrary to the principle of agreement and the essence of deliberation sothat it is
not a solution that can be taken in the case of those who have the right to reject forms and / or the amount of
compensation. This study will describe these problems and explain the implementation of land acquisition
that can be done if the compensation determination deliberation does not reach an agreement. The research
method in this paper is normative juridical. The results of the study indicate that the revocation of land rights
stipulated in Act No. 20 of 1960 is the implementation of land acquisition carried out if in the deliberation of
compensation determination does not reach an agreement.
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